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BABt

p   F:   N   n   /\    H   t7   I-,   ti   A   N

1.1    I.at,i[.   Bct.1akjin€i   Maf5tl_ 1ali

Kont]isi      pernbangunan   naslc)nal   sebagaimana      tei`t.Iat)atj

tlalam   Garis-Gar`ig,      Besclr   Hr]]ufJn   Negar,:I       (GBHN)      Ket,et,apali

MPH        N{.) „ II/MPH/1998         ter`t,ar`g         ..Pembangunan         Na8ional.

be]`t,ujuar\     !newu{judkan     suat,u   lnasyarakat   adjl      dan     inakiriur

yal`g  merata  material   dan  spiri.tual  bet.dasar.kan     Pancasila

dali      TJUD      194rt",      0leb   karena      itu,      I)al`a     penegak     hukum

illtulil,ut,      unl,uk   g,el`ar`liasa   bet.upaya      menciptakan     kondisi.

yclti£J+       (1apal        ln.,nilifl,kat.ka[i       |JLlr`lisipr]r;i       IIiaLiyar`akat       uiit,uk

mc`Iiur`jal`g.       Pcinibangunan       tlLisit.inal.        let.Inar`uk           l,€`rt.`jpt.,€`I`ya

nlaf}y,lrrll!..11,        ,:1i.111         d@ti    [nr.j`£IlllJ[`        b{-`r.d,]sar``!Ott        Pa[`t.`a8ila         (.Iall

T.,Triila[`g.-U[`dang    Daf3a[.    Tat`ul`    1945     (OT.II11945  )  .

Men.li`gl{.il,Iiy,|       I'e,mlt.|ngu[`ati   NaEi,1olial,    di       fs.`t,u       |>ihak

r`aL`al       pula   mer`dol.t.`ng   pc`T`kemt.)angan   ilmu      penBe,tah`ian      dan

l,elmol(.tgl    (Iptek) ,    sedr.ng   di   pihak   lain   dcl|>at,   me,numbulikan

hah        dan       kewajit)an     war`ga     masyarakat       dengan       balk.

Peneinuari -per`einu€|r)           teknt-t I t )gi           miider`n           mengak i bat,karl

t,e[`jadinya       perubal`an-perubahan     yang     cepat,     di       dalam

kel`idut)r-t\     inasya]`akat,,      t,et,a|>l      jugs      dapat,     mempengar`uhi

kual  i`,as     kesadar`an     liukum  masyal`akat,.      Apabi.1a     kemajuan



ilmu    pengetahuan    dan     teknc}logi     disalahgunakan,       akan

membawa  per`ubahan  sosial  terhadap  nilai-nilai  yang    hidup

dalam    maByarakat,   Becara  dr`aBtis,   Jika     tidak     dibentengi

oleh  kesadaran  moral  dan  ke8adar`an  hukum,   dapat  nengancam

stabilltag         pr`oses         pembangunan         nasional         secara

ke ge luruhan .

Untuk    mencegahnya,     dlperlukan    part.islpasi    aktif

dai`i   segenap   lapisan  masyal`akat  untuk  membina  kaum  I.emaja

8ejak  dini,   agar  t.idak  t,erseret,  ke  dalam  pergaulan  bebaB.

Nalnun,   hal   it,u  harus  pula  dit,unjang  oleh  kesadar.an  remaja

itu  sendiri  melalui  pendidikan  agama,   moral,   dan     kemauan

untuk   inenyadari   E5egala   pengar`uh   negatif  kehidupan  mc)der`n,

agar`     dapat     memisahkan  mama  yang  balk     atau     buruk     at,au

dapat.       inelnbedakan       antar`a     yang       dilararig       dan       yang

dibolehkan.        Pengar`uh    negatif    pergaulan       modern       dan

t,eknc)]ogi     infor`maBi,   antara   lain  membangkitkan    motivasi

bagi     remaja     unt:,uk  melakukan  kejahat,an     g`eksuaLl     seperti

rle]jk   [je[`ki)saan   at,au   dtilik   kesusilaan   la.innya,

Delik     pel`kc)saan  merupakan  salah  satu    dari     sekian

banyak    pelanggaran     t,erhadap  harkat     dan    mal`t,abat     kaum

wanita    yang     tidak  dapat.  dibenar.ken,     balk     oleh    kaidah

againa        lnaupun       kaidah     hukuin.      Apabi]a       dll]hat        dari

perspektif    etika    agama,     maka    perkosaan    adalah    suatu

per`buat,an     yang     t,erkutuk  dan  dilaknat,     balk     c)leh     Tuhan
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maupun       Masyal`akat.        De i ik       pel`kosaan       dalam         Ki tab

Undang-Undang    Hukum    Pidana     (KUH-Pidana)     diatur     dalam

Pasal     285     dengan     ancaman     pidana     makBimal     12       t,ahun

penj ara -

Angka     pel`koBaan     yang    meningkat     belakangan     ini,

sebagaiinana   diberitakan  oleh  lnedia  masBa,   tampak     semakin

memprihatinkan.     Bahkan,     ada     kemungkinan     ma8ih     banyak

delik  per.kosaan  yang  tidak  dilapor.ken  kepada  poliBi   (dark

number.),     karena  korban  tidak  diketahui     oleh    masyarakat

bahwa     ia     per`nah     diperko8a,     karena    dapat    menjatuhkan

harkat     dan  maE5a  depannya.   Kondisi  ter.8ebut,   Jela8     tidak

menyelesaikan    masalah,   karena  kor.ban  akan     teruB     tr`auma

dan    pelakunya  dapat  mengulangi  perbuatannya  pads    wanita

yang     lain.     Fakta  ini  jelas  ter`simpan    8ebagal     lembaran

pahit  kehidupan  wanita  yang  tldak  akan  pernah    ter`ungkap,

dan     jika     ter`Bebar     akan     mencor`eng    muka    korban     sent,a

ke luarganya .

Perkelnbangan       dan       per.ubahan    yang       terjadi       di

maByarakat     dengan  bel`bagai  akibat,     yang    ditiinbulkannya,

menunt,ut     konsigtenBi     penerapan  peratul`an    hulnun    pidana

yang       ber`guna       sebagai     benteng    untuk      mencegah       dan

memberantaB    delik    perko8aan  lt,u    sendiri.     Perkembangan

masyar`akat     dengan  segala  aBpeknya,   menunt,ut     agar    hukum

pidana  mengikut,i  perkelnbangan  kehidupan  soBial  masyal`akat
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sert,a    fungBinya  tidak  saJa  sebagal    soslal    enggeneering

atau    perubahan  yang  dlrencanakan  secara    matang,     tetapi

juga  dihal`apkan  n`embangkit,kan  kesadaran  hukum  masyarakat,.

Per.kosaan  laksana  pet.aka  di  slang  har`i,     menakut,kan

mengkwat,il`kan,     dan    memprlhat,inkan,     sehingga       berbagai

pel`kiraan    muncul     ke  per`mukaan  di     ant,aranya    pernyataan
Went,eri     Negara  UI`usan  Wanita  Kabinet,     Refol`masi      (Hal`ian

Kompas,        1     Pebruarl     1999)     agar       pelaku       pemerko8aan

dit,ayangkan    di    t,elevisi.     Pendapat     lain    datang      dari

organiBaBi       Aisyiah    yang    cukup    keraB       neminta       agal`

pelakunya  dlhukum  matl.

Berangkat  darl  8oluBl  pemlkiran  tergebut,     meBtlnya

hakim    menJatuhkan  pidana  ber`at  agar`  dapat    membuat     pare

pelaku  pemerko8a  tldak  mengulangl  perbuatannya.
Penayangan    t,ersangka  perkos'aan  dl    televlsl,     Juga

merupakan    salah    satu    care  untuk    mencegah    orang    lain

berbuat     yang  sei`upa.   Pernyataan  itu,     mendapat     Bambutan

pro     dan  kont,I`a  dalam  magyar.akat.   Mereka     yang    mendukung

gaga8an     lti]    member`i  alasan  agai`     kaBu8-kaguB    perkosaan

tidak     lagi     ter`dengar,     Bedangkan    yang    kontra       dengan

gagaE}an    t,erBebut,     mempert,anyakan  apakah     Budah    efektif

hukunan    talnbahan  melalul  penayangan  pelaku  dl    televigl.

0leh    Bebab    ltu,  hukunan  tambahan  lni    tldak    saJa    akan

membuat    pelaku  Jera,   tetapl  Juga  dapat,  dlcemo¢hkan    oleh

temen-temannya  dalam  kehidupan  BOBlalnya.



rtelik     perkosaan     akhir-althil`  ini     t,ei`lihat     adanya

gejala     semakin    meningkat,  balk   it.u  di     kota-kot.a    besar,

n`aup`m     di     daerah-daerat\     t.erpencil.      Kabupat.en       Daerah

Tingkat     11   Polewali   Mamasa   (Daerah  Tingkat.     11     Polmas),

j`iga       +.idak     ]uput     dari     delik     ini,        sehingga       dapat

liienimbulkan     dampak    negatif  terhadap     dir`i     korban     pada

kh`isusnya  dan  masyarakat,  pada  ununnya.

Bertit,ik    tolak    dari    ur`aian    tersebut,       sehingga

penulis     t,ertai`ik  unt,uk  menil>atiasnya,   yang     diberi     judul:
"TIN`JAUAN      SOSIOLOGI      HUK"   TEREADAP   DELIK      PERKOSAAN      I)I

KAP,UPATEN   DAERAH   TINGRAT   11   POLEWAI,I   MARASA    (Studi      Kasus

Taliurt   1993-1997).

I .2  mmugan  MaBalali

Adapun  rumu8an  masalah  dalaln  skr.ipsi   ini,   penulis

susun  set)agai  berikut,:

a.   Faktor-faktor    apakah    yang    menyebabkan    8ehingga

de.Lik     perkosaan  cender`ung  meningkat  di     Kabupaten

nat.i   11   Polewali  Mamasa?

b.   Sejauhmanakal`  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh

delik  perkosaan  terhadap  korban  di  dalan  per.gaulan

sehat` i -bar i ?

c,   Bagaimanakah    pandangan  masyarakat  terhadap    delik

pei`kosaan     yang     t,erjadi     di     Kabupaten     Dati       11

Plilewali  Mamasa?



6

1.3  TUJuan  dan  Eegunaan  Penelltian

a.   Tujuan  Penelitian

1.   Untuk  mengindent,ifikasl  faktor-faktor    penyebab

meningkatnya  delik  perkosaan.

2.   Untuk  inenget,ahui  dampak  negat,if  delik  perko6aan

bagi  kor`ban  dalam  kehidupan  soBialnya.

3.   Untuk    mengetahui  bagaimana    vafi68i     pandangan

masyarakat  atas  t,er`jadinya  delik  perkoBaan.

b.   Kegunaan  Penelit,lan

1.   Dapat         berguna       bagi         per.kembangan         ilmu

penget,ahuan    hukun    dan    dikembangkan      melalui

penelitian  lanJutan  oleh  peneliti  lain.

2.   Member`ikan     informaBi     kepada     papa       pelak8am

hukun  dalam  menangani  maBalah  delik    perkosaan,

balk  pencegahan  maupun  pada  penindakannya.

1.4  Metode  Penelitian

a.   Penelltlan  Pustaka   ( jjb£.ary  regeaf.cjJ)

Dalan)    penellt,lan  lni,   penuli8    beru8aha    pula

ir`enelaah     bebei`apa   literat,ur`  yang     relevan     dengan

per`masalal`an  yang  dltelit,i.

b.   Penelitian  Lapangan   (fjeJd  j.esearch)

Penelltlan       lapangan    ditempuh    dalaln      usaha

mencari  fakta-fakta  c)bjektif  dengan  cara  ob8ervaBi

dan  wawancara  lang8ung  terhadap  re8ponden.     Teknik
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atau  alat,  pengumpulan  data  yang  penulis  pergunakan

dalam  penelitian  sebagal  berlkut:

1.   Observa8i,   yaitu  mengalnati  dan  mencatat  gejala-

geJala  yang  tampak  pada  objek  yang  dit.eliti.

2.   Wawancal`a,      yait,u  melakukan  wawancara     langBung

terhadap    responden  unt,uk  mempel.oleh     informa8i

dan     ddt,a     yang     akan     menJawab       pel`maBalahan.

Teknik    wawancara    dldasar`kan    pada    pertanyaan

yang  sebelumnya  telah  dlsusun.   ReBponden    dalam

wawancara  dlbatasi  pada  PeJabat  di     Kepollsian,

KeJakBaan     Negeri     Polmas,     Pengadllan       Negeri

Polnas,   tokoh  maByarakat  dan  tokoh  agama.

3.   Angket, ,        yaitu       membuat       dafter.       per.tanyaan

t,el`tuli8  yang  dlbagikan  kepada  re8ponden    untuk

diJawab     at,au  memilih  jawaban     yang    dlBiapkan.

Daft,ar`            pertanyaan         d i Be8uaikan            c]engan

pel`n`aBalahan     dengan  hal`apE`n     menjawab     rumu8an

masalah .

c.    Pc`pulagi   dan   r`eE3ponden

Populasl    dalani    penelltlan  inl     adalah    warga

masyarakat     Daer`ah     Tlngkat   11   I'olmas     yang     t,entu

saja      dan    tidak    mungkin    seluruhnya      dlJadikan

I`egponden.   O]eh  karena   itu,   penullB  hanya    memilih

E5ebaglan    8aJa  yang  Becara  representatif    mewaklli
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populasi.       Teknik    pemilihan       regponden       angket

dit.ent.ukan    berda8ar.ken    klagifikasi       ma8yar`akat,

yait,u    klaBifikasi  pendidikan,   kehidupan    ekonomi,

dan  kehldupan  sosial  sebagai  ber.ikut:

1.   PelaJar`   25   c]I`ang

2.   Karyawan  Swagta  20   or`ang

3.   Pegawai  Negeri  Sipll  20  orang

4.   Pengemudi  kendaraan  umum  10  orang

Dengan    demikian,   Jumlah  reBponden    yang     akan

dibagikan    angket.  sebanyak  75  orang    yang    penulis

pilih    dengan     t,eknik     sampling.     Teknik    terE!ebut,

memberi       kesempatan    t]agi     populagi       lain       yang

sebelul[`nya  dit,entukan  klasifikasinya  untuk  menjadi

respc)nden.

d.   Analisig  Dat,a

Oat.a    yarig  diperoleh,   akan    dianalisis    secara

kualitatlf    atau  meng`gambarkan  sebagain`ana    adanya

dengan  menggunakan  tab®l  secara  prosentase.
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Ene2

TINJAUAN   PUSTAXA

2.1  Peligertlan  Delll  Per.Io8aori

a.   Dellk

Untuk    memberikan  gambar`an  yang   lebih     jelas

t,er`hadap       maE}alah        yang       akan       dibahaE5,        akan

dikemukakan     t.er`leblh     dahulu    pengert..lan       dellk,

kemudi an       menghubungkannya       dengan         pengert lan

perkosaan.        Papa       ahlj     hukum       yang       terkemuka

memberikan  bat,a8an  pengei`t,lan  tentang  delik.

Menul`ut.        Wirjc)no      ProdJc)dikor`o         ( 1989:55) ,

pengel`t,ial)   dellk  sebagai   bei`1kut:

Tindak     pldana    atau    dalam    bahasa    Belanda
Scr`af    baaj`  fejt,   yang  Bebenarnya    merupakan
i8tilah  resmi  dalam  starffyet;bee*  atau    Kit,ab
Undang-Undang     Hukum  Pidana,     yang     Bekarang
berlaku    di     Indonesia    ada    lstilah      dalam
bahasa  aging,   yaltu  dejJc`t.

Delik,     ber.ar.ti     gama     penger`tiannya     dengan

tindak    pidana  yang  hanya  n`er.upakan  bahasa     aE}ilig.

Selain     it,u,   ada  pula  yang  mengatakan  bahwa    delik

same       pengertiannya     dengan       pei`istiwa       pidana,

seperti       yang     dikeniukakan     oleh     Tresna       (Rusli

E1`feridy,1986:53),    E5ebaB`al   ber`ikut,:

Pel`istiwa  pidana  iala}i  suatu  pel`buatan    atau
I`angka i an             per`bua tan            manuE! ia             yang
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I)e rtentangan       dengan       Undang-Undan g       at.au
peraturan           perundang-undangan           la innya
t,er`hadap    perbuat.an  mama    dladakan     tindakan
pemi danaan .

Meriurut  bataBan  pengertian  delik  ini,     delik

adalah    per`istiwa    pidana    yang    berkaitan    dengan

t`angkaian  per.buatan  manusia  yang  diancam  pidana.

Se,lanjut,nya,   Moel`jat,no   (1983:54)      membel`ikan

penger`tian;   bahwa  delik  adalah   "perbuatan  pidana. "

Sedaligkan        Siinon      (Andi      Z,aina]        Abidin        Fat`id,

1.995:224)     menger`tikan   Strafl)aar  Felt     (tel`jemahan

har`afiah:     per]Bt,iwa     pidana)     adalah:      ..perbuatan

II)elawan     hukum     yang     ber.kait.an     dengan     kesalahan

(schu.I.d)   Beseor`ang   yang  mampu  ber`tanggung     jawab. "

Semen.bar.a     menurut  Van  Hamel   (Andi     Zainal     Abidin

Farid,   1995:225)   pengertlan  Staz`fbaar  Fejt  adalah:

Perbuatan      manusia    yang      diuraikan      oleh
Undang-Undang,      melawan  hukum,      Btl`aFwaar`dig
(pabut.     atau  bernilai  unt,uk    dipidana),     dan
dapat,  dicela  kal`ena  kesalahan.

Penget.t;lan     5'trafbaar  yang  dikemukakan     oleh

SLiT`c)n      ill      at-,as,    t,ampaktiya   lebih     menekankan     pada

adanya  kesalahan  yang  meliputi  ke8engajaan   (dolug)

dar)     alps   at,au  kelalaian   (culpa     lat,a).     Senentara

Van    Hanel  mengartikan  Strafbaar  Fe.Zt    jauh     lebih

luaB,   Belain  kesengajaan,   kealpaan,   dan  kelalalan,

juga       kemampuan       bertanggung       jawab.          Bahkan,
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+a

Van    Hanel    menilai  i8tllah  Staffbaaj`    Felt    tldak

tepat,,     dan  yang  1.ebih  tepat     adalah     S;:if*raardJg

Felt,-                                                                                                  .":

Mt3eljat,no   (1987:54)   menel`jemahkan     5taj:faaar

feJf,       dengan     per`buat,an     pidana     `lengan       alaBan,

sebagai  ber`ikut,:

Pel`buatan       pldana    adal&h    perbuatan       yang
d].Iai`ang    oleh  suatu  aturan  hukun,     larangan
mane    di8ert,al  ancaman   (8ank8l)   yang    beru|)a
pidana  t,ertentu,   bagi  barang  E}lapa  melanggar
larangan     terBebut.     Dapat.     Jugs       dlkat,akan
bahwa  perbuat,an  pidana  adalah  perbuatan  yang
oleh  suatu  atur`an  hukum  dilarang  dan  diancam
p],dana,     asal     BaJa  dalam  pada     it,u    dilngat
bahwa     larangan  dltujukan  kepada    perbuatan,
8edangkan  ancanan  pidananya  dituJukan  kepada
orang  yang  menimbulkan  kejadian.

AlaBan       yang     dlkemukakein     oleh       Moel5atno

di.dagarkan    olel\  penilaian,   bahwa  antara     lar`angan

dan  antjainan  pidana  ada  hub`mgan  yang  erat.     Ant,ar`a

kejadian  daTi   orang   yar)g  menimbul.kay)   keJadiar\   tidak

dapat,     dipisahkan  sat,u  dengan  yang  ]ainnya,     yait,u

s`iat,u     pengertlan   abstl`ak   yarig  mer`ul\jiik     pada     d`ia

keadaar)     kc)tikl`el+      Pertama,   adaliya     keJadian     yang

t,ert,erit-.u.     dan     kedua,   adanya  orang     yang     berbuat,

yang  menimbulkan  kejadi.an   itu.

Menurut  Andl   Zainal  Abidin  Farid   (1995:231),

istllah  deliklah  yang  paling  tepat,   kar`ena:

a.   Ber`sifat     universal   dan  dikenal  di     mama-
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Inana ;
I).   Lebih  singkat,   efi8ien,   dan  net,Pal.   Dapat

mencakup         delik-delik         khuBug         yang
subjeknya     mei`upakan  badan     hukum,      c)rang
nlati ;

c.   Orang    yang    memakai     istilah       sta].fl)aar
felt,   tindak  pidana  dan  pel`buatan    pidana
Juga  menggunakan  istllah  delik.

Pendapat,       Andi     Zainal     Abidin     Farid     yang

mengi8tilahkan    per.buatan    pidana    dengan     "de]ik"

yang    penulis  gunakan  dalam  penullgan  ini,     karena

memperBoalkan    manuBia     sebagai   pemangku     hak     dan

kewajiban,     yaitu    per`buatan  aktif    dan    perbuatan

paBlf  yang  dllarang  dan  diancam  dengan  pldana  oleh

undang`-undang.

Akhil`nya,   dapat  dikemukakan  bahwa  pengertian

delik     yang     E}el`ing  dipergunakan  papa     ahli     hukum

pldana     sekar.ang     ini,   adalah     gama    pengertiannya

dengan:

a.   Tindak  pidana

b.   Pei`buatan  pidana

a.   Perigtiwa  pidana

d.   Tindakan/perbuatan  dan

e.   Kejahatan.

Dengan     demiklan,     dapat     diBimpulkan     bahwa

delik     merupakan     suatu     per`buatan     E5ubjek       hukum

(manusia  dan  badan  hukum)   yang  melanggar  ketentuan

hukum  disel`t,ai   ancaman  pidana   (sankBi).   Ter`jadlnya



13

delik,   Bebagai  ke8alahan   (Bchuld)   bagi     sesec>rang,

dapat    dlsebabkan  oleh  keaengajaan,   kealpaan,     dan

kelalaian     (culpa  lata)  yang    dapat    dipertanggung

Jawabkan  kepada  pembuatnya.

b.   Pei`kosaan

Dalaln  pengert.lan  sehar.i-har`i,   yang    dimaksud

deligan     perkosaan  adalah  per`buatan  yang    dilakukan

()1eh   seor`ang  at,au  beberapa  or`ang   laki-1akl  memaksa

seol`ang       wanit,a       yang    bukan       isterlnya       unt,uk

melakukan  persetubuhan.

Batasan    dl    atas,   berartl    bahwa    perkoBaan

haru8     ada  unsur   "paksaan'.   dari    pihak     laki-laki.

Tanpa      ada    paksaan,     tidak       termasuk      kat,egorl

perkosaan .

Menurut  R.Sugandhi   (1980:302-303)   pengertian

per`kosaan  adalah :

Kekerasan    atau     dengan    ancaman       kekel`asan
memakBa       pe]`en`puan     yang     bukan        ist,er.inya
her.set.ubuh     dengan     dia,     kar`ena    perkoBaan,
dlpidana      dengan    pidana    penjara      8elama-
1al]ianya  dua  belas  tahun.

WII`Jonc>   Prc}djodikr`o   (1986: 117) ,   mengemuk&kan

sebagai  ber`lkut :

Perkosaan  adalah  8uatu  t.indak  pidana    berupa
dengan     kekerasan     at,au     ancan`an       kekei`&Bari
memak8a  seorang  perempuan  ber.set.ubuh     dengan
dia  dl   luar  per`kawinan.

Kedua  pendapat  tersebut  penJabarannya    gama,
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bahwa       yang    dimak8ud    dengan    perkogaan       adalah

memak8a  seorang  perempuan  dl  luar  perkawlnan  untuk

bergetubuh    yang  pada  dasarnya    tldak    dikehendakl

oleh  korban.

Sementar`a     Andi     Zainal     Abidin     Far.id       dan

Rachmad  Baro   (1996:78-78) ,   mengemukakan:

PerkoBaan  dalam  baha8a  bugis     (kagauk-gauk) ,
makaBBal`    pet,lgauk-gauki,   delik     ini     sangat
luas    pengertlannya,     yaitu    mencakup    semua
dellk    kesuE!ilaan.   Jadl     termaBuk    perkoBaan
yang      dilakukan    oleh     lelakl    yang      tldak
ber`statut3  nikah.

Pendapat    di    atas,   tampaknya    8ecara    tegaB

menllai  bahwa  delik  perkosaan  bukan  saja  dltemukan

atau     diper`soalkan  dalam  KUI.I-Pldana,     t.etapi ,   Juga

dlpersoalkan  dalam  delik-delik  hukum  adat    pldana,

di    mama    perkosaan   it.u  merupakan     perbuatan     yang

sangat,       memalukan    atau    mencemarkan    nan      balk

8i  kol`ban,   orang  tua  dan  papa  keluar.ganya.     Akibat

dari        suet,u     per.koBaan       senant,iaga       menimbulkan

per'masalahan       dalam     maByarakat,     terutama       bag.L

masyarakat,     yang    berada  dalam     lingkungan    korban

pepkogaan.

TerJadinya    delik  perkosaan  dan  segala    yang

melingkupnya,     tent,u  ber`proBeB  di  dalam    mobllitaB

magyarakat  akibat  ket,ldakserasian  interak8i    antar
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lndlvidu       atau     ant&rindlvldu       dengan       lembaga--

lembaga     sc)sial.      Seseor.ang  yang    melakukan     dellk

[>el`kc)saan,   akan  dlcai`ikan  kecocok&n  rumusan     dalam

Undang-Undang         agar       dapat       diJat,uhi         pidana

ber`da8ai`kan  buktl-bukti  ke8alahannya.

Perbuat.an    yang  dibar.engi     dengan     kekerasan

atau     ancaman  kekel`aBan  sepel`t,1     dellk     perkoBaan,

merupakan    manifeE3tasi    pelanggaran    kaidah-kaidah

hukum       dan       kaldah    sogial     yang       dibuat       oleh

masyarakat.       Melalui    kekuaBaan    negara,       setiap

pembuat,       delik       per`koBaan    harus       diprose8       dl

pengadilan     untuk  membukt.ikan     ke8alahannya.     0leh

kar`elia   it,u,   unsur`   kekerasan  dalam  delik     perkc)sear)

har`us  bet.ul-betul  dibukt,ikan  oleh  penunt.ut,  umum  di

depan   I)er.gidang&n.

2.2  Uri8ur.  Delik  Perko8aan

Del.ik     |>erkosaan  dalam  KUH-Pidana     secar`a     tegas

diat,ur.     dalam     Pasal     285     HUH-Pjdana,      selengkapnya,

d3.kutip  sebagal  berlkut,:

Bar`angsiapa     yang  dengan  keker'asan     at.au     dengan
ancaman    n`emaksa  per`empuan  yang  bukan     lgt,erlnya
ber`setubuh       dengan       die,       karena      perkosaan,
dipidana     dengan  pldana     penJar.a     E}elama-lamanya
dua  bela8  t.ahun.

Menurut       Pasal       285     HUH-Pidana       lni,       dapat

dikemukakan  u]`sur-un8ul`  delik  per`koBaan,   yaltu:
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-Bar`angsiapa,      ini    berarti     siapa    saja,       tak
ter`kecua] i ;

-I)engan       kekeraBan     atau       ancaman       kekerat5an
memaksa   I)er`empuan ;

-  Bukan   lsterinya  dengan  dia,   dengan  per.kosaan.

Menul`ut   R.    Sugandhi   (1980:303),   bahwa:

Yang  dlancam  hukuman  dalam  pa8al  inl   ialah    pria
yang    memakBa  wanlta  yang  bukan  18terinya     untuk
bersetubuh      dengan    dia    dengan    ancaman       atau
perkosaan .
a.   Mengenal  persetubuhan,   llhat,  penjelasan  Pasal

284   Hun-Pldana.
b.   Mengenai  kekerasan,   lihat  penJelasan  Pasal  89

KtJH-Pidana .
a.   Memakga    wanit,a  untuk  nelakukan     per`set,ubuhan

n`].Balnya:   Merangkul  wanlta   ltu  dengan     keraB,
sehlngga    akhirnya  la  tak  dapat  melawan    lagl
dan  menyet`ah  unt,uk  disetubuhl;   dan

c].   Unt.uk     dapat     dituntut    menurut,     pagal       ini,
pei`getubuhan  itu  hai`ug  dilakukan     8ebagalmana
s`idah     diterangkan  di  dalam  PaBal  284,     yaltu
anggot,a     kelamin     pi`ia  masuk--kedalam     lubang
kemal uan            warLi ta ,          8eh ingga            akh irnya
inengeluarkan  air  inani .

Bet`daBar     dar`i     pendapat  dl     atas,     maka     selain

Pasa]     285     HUH-Pidalia     yang     secara     tegas     mengatur`

tent.ang  delik  per`kosaan,   Juga  t.er.kait   E!ecara  langsung

dengan  unsur`  delik  yang  terkandung  dalam  Pasal  89  dan

Pasal   284  KUH-Pldana.

SelanJutnya     R.Soesilo   (1980:210-211),     mengemu-

kakan       unsur`       delik     per`koBaan     dalam       Pagal       285

K{JH-Pidana,   yaitu:

Yang    diancam    hukunan    dalam    pasal     lnl     ialah
dengan  kekera8an  atau  ancaman  kekerasan    memakBa
perempuan  yang  bukan   iE;t,er`inya  untuk    berBetubuh
dengan       dia.     Pembuat,     undang-undang       ternyata
menganggap  tidak  pel`lu  untuk  menentukan    hukuman
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bagi  perempuan  yang  memaksa  ber`setubuh,   bukanlah
8emata-mata    oleh    karena  paksaan    oleh    seor`ang
perempuan  t,erhadap  orang  lakl-1aki  itu  dipandang
tidak      mungkin      akan    tetapi       Justr`u      karena
perbuatan    itu  bagi      laki-laki  dipandang    t,idak
mengakibatkan    sesuatu    yang    bupuk    atau       yang
merugikan.   Bukankah  georang  perempuan  ado  bahaya
untuk  melahirkan  anak.

Berdasarkan    pendapat,    di     ataB,     maka       8eoreng

perempuan     yang     dipaksa     E3edemikian     I.upa,     sehingga

akhil`nya    tak    dapat,  melawan  lagi     dan     t.erpaksa    mau

melakukan  pel`E}etubuhan   it,u,   t,erma8uk  pula  dalam  Pasal

284  HUH-Pidana,   hal`us  benar-benar  dllakukan.     Apabila

t,idak,        maka     mungkin     dapat,     dikenakan     PaBEil       289

HUH-Pidana  yang  mengatur  t,ent.ang  perbuatan  cabul.

I)alam    Pasal  289  HUH-Pldana  yang    kualifikasinya
•'penyer`ahan  kesusilaan  dengan  perbuatan.. ,     dirumuBkan

dengan    kekerasan    n`elnaksa    seorang    melakukan       atau

membiarkan      dilakukan    kepadanya    perbuatan      cabul,

dengan  ancenian  maksimum  gembilan  tahun  penJar.a.

Wirjonc)     ProdJodikor`o      (1986-117:118),      mengemu-

kak&n  bahwa:

Menurut  konentar  par`a  penuliB  Belanda,   perbuat,an
yang     dipakBakan     dalam  pasal     289       HUH-Pidana,
pel`buat.an  cabul.   merupakan  penger`tian  umum    yang
ineliputi     I)er`buatan    berBet,ubuh  dar.i     PaBal     285
Ken-Pidana  sebagai  pengertian  khusus.     Per`bedaan
laln  dai`i  kedua  delik  ini  ialah:
a.   Perkosaan      untuk    bergetubuh      hanya      dapat

dilakukan      oleh    orang    laki-laki      terhadap
seorang  per`empuan,   sedangkan  perkosaan     `int.uk
cBbu],     dapat     jugs    dilakukan     oleh     Beorang
perempuan  terhadap  seorang  lakl-lakl;   dan
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b.   Perkogaan      untuk    ber8et,ubuh,     hanya      dapat
dilakukan  di  luar  perka:winan  sehingga  seorang
suani    boleh  saja  memperkosa  ister`inya    unt,uk
berset,ubuh,   sedangkan  perkoBaan  untuk    cabul,
dapat     juga    dilakukari    di     dalam    perkawinan
sehingga     tidak  boleh  8eorang     8uami     memaksa
ist,erinya    untuk    cabul  atau    seorang    i8teri
memaksa  suaminya  unt,uk  cabul.

Sebenarnya  per`be.daan  unt.uk  Sub  b   ini  tidak  logis,

kar`ena     penger`tlan  cabul   lebi.h  luas  dari     bel`setubuh.

Dengan       demikian,      seseorang     tidak     b`)leh       memakBa

sec>rarig     perem|)uan  untuk  memegang     keinaluannya,      at,au

t,idak  boleh  memaksanya  unt.uk  melakukan  persetubuhan.

Salah     E3atu  unsur  dalam  dellk    perkoE]aan     adalah

kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,   yang  menurut     Moch.

Anwar   (1986:227)   adalah,    "Sarana  untuk  memakBa,   guatu

sar`ana  yang  mengakibatkan  per.1awanan  dari  or.ang     yang

dipaksa   menjadi   lemch'..

Sianturi        (1983:81)        mengemukakan       pengert,lan

keker`asari     yang  dlsainakan  dengan     pemaksaan,      8ebagai

her ikut :
Suatu        tindakan       yang       memcij`)khan       seseol`ang
sehirigg@     tiada     pi.Iihan  lain  yang     lebih     wajar
baginya,     selain    dari    mengikuti     kehendak       Bi
pemaksa.     I)eng`an  pel`kataan   lain,   tenpa    tindak&n
si    pemaksa,     8i  t,erpak8a  t.idak     akan    melakukan
atau    mela]aikan  Besuatu  8esuai  dengan    kehendak
pemaksa,   dan  paksaan  it.u  pada  dasarnya  dibar`engi
tlndakan  kekerasan  atau  ancaman  kekel`asan.

Dengan     dell`ikian,   kekeragan  yang     pada     dagarnya

diawali  oleh  pakBaaii  secara  fisik,   menunjukkan    bahwa

kekerasan  atau  ancanan  kekerasan  pada  dellk  perkosaan
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t,ert,uju       pada       dit`i       kofban       yang         membahayakan

keE}elamat,an     badan     at,au     jiwanya.      Dalam     Pa8al        89

Hun-Pidam   i`iengatur`  babwa :    "Yang   diBainakan     inelakukan

kekeTaBan   itu,   membuat-,  ol`ang  Jadi   pingsan  atau     tidak

bel`daya " I

Ket.ent.uan     Pasal   89  KUH-Pidana   lebih     diperJelaE3

o]eh     Soesilo     (1988-98)     sebagai     bentuk     kekeraBan,

adalah:

Memper.gunakan    kekuatan  atau     jagmani,     misalnya
memukul  dengan  tangan  at,au  segala  macarn  senjat,a,
menyepak,     menendang     dan     sebagainya.       Pingsan
ar`tinya,     t,idak     lngat    at,au    tidak    sadar    akan
dir`inya,      umpamanya     membet`1     mlnum     I`acun     aL,au
lain~]aln     obat,,   sehingga  ol`angnya     tidak     ingat,
lagi.     Tidak    berdaya  art.inya,     tidak    mempunyai

kekuatan  at,au  t,enaga  sama  sekali,   gehingga  tidak
dapa+,     me].akukan  perlawanan,     misalnya     mengikat
denBan       t,all     pads    kaki     dan     tang8n       korban,
mengur`ung  dalam  kamar`,   dan   sebagainya.

Kekel`aF}ar}     at,au     ancaman  kekerasan     dalaln     delik

pet`kosaan,   dilakukan  oleh  pembuat,  agar  nlatnya    dapat

t,el`]aksana.     Misalnya,     mengikat     tangan     atau       kaki

korban,   mel`obek  pakaian  kor.ban,   atau  mengancam  korban

untuk       menganlaya       atau    membunuhnya       jika       tidak

mengikut,i     kehendak    pembuat..     Akibat.     yang    dilarang

dalarn    delik     ini,   adalah    kesengaJaan    pembuat     yang

menimbulkan    korban  menyerahkan  kehorlnatannya    kepada

pembuat  yarig  akan  haI`kat  dan  mar`tabat,  korban.
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2.3  Pez`hoBaan  Dit;injau  dal`i  So8iologl  ELlktm

PenierkoBaan    merupakan     suatu    hal     yang       patut,

diso[`oti ,     karena  per`kosaan   itu     dapat    meng&kibatkan

wanita    yang    diper.koBa  ter`cemar     nana    baiknya     atau

fisiknya    t,erganggu.   0leh  kar`ena  itu,     pembuat    harus

dijatuhi  pidana  sesuai  dengan  kesalahannya  agar  warga

masyar`akat   lebih  pel`caya  pada  hukum.

Ket.ika  paaal-pasal  KUI.I-Pidana  dilengkapi     dengan

ancaman    pidana     berat,  bagi  pelanggar`,     kadang    orang

mer`duga    masalahnya  te.1.ah   selesai,     tetapi     kenyataan

tjdak   demikiari,,   Tugas  hukinrl  sebagai  kaidah  set)et,ulnya

t.elah     selesai     saat     \inE3ur`-unsur     delik     dan     sanksi

diat,ur`        daJaln     pasa]      unclartg-(iridang.      Akan        t,et,api,

I)agaimana          hukum       be rpt`t)sea       d al am         masyarakat ,

ljel`gantung     pada     fakt;ol`  manusianya     sebagai     penegak

h`ikum,     seperti  polisi,   jaksa,   hal[im,   pengacara,     dan

lembaga  pemaE}yarakatan  sebagai  kesat,uan  dalam    Sistem

Peradilan  Pidana   ( Cr.Zfl]jt]aJ   i7.[jstJce  Systejn).

Dilihat,     dar`i   sudut   sc)E3iologi     hukum,      per.koE3aan

merupakan  suat,u  fenomena  sosial  yang  sangat    menda8ar

dan     dapat,    mer`usak     tatanan    kehidupan       magyarakat.

0lehnya     it.u  Pasal   285  KUH-Pidana  sebagai  das     sollen

(ideal)     yang    lnest,inya     dit,erapkan,     t,ei`nyata     d&1am

kenyataan     ri7aLg  5eJJ])   banyak  yang  tidak     dilak8anakan
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sebagaimana     sehar`usny&.      Ini,     meneer.minkan,        bahwa

pasal-pasal     dalam    HUH-Pidana  hanya     sekedar     8imbol

karena  tidak  diterapkan  secar`a  konsiE}ten.

Berpijak    pada  uraian  di  atas,     pakar    8oBiologi

hukuri     Soerjono     Sc)ekantc)      (1986:349),      mencoba     mem-

per`E3oalkan       delik     per`kosaan     dar`i        sudut       pandang

E}osiolc)gi  hukiiin,   sebaga]   ber`ikut:

Kepincangan-kepincangan       maria       yang       dianggap
Bebagai     problem     sosial  oleh     masyar`akat,,      ter`-
gant,uns         dari       si8t;em      nilai-nilai         8osial
masyarakat.     i-,e[`sebut.   Akan  tet,api,   ada    beberapa
pel`soalan       yang       gama       yang       dihadapi       oleh
n`aE5yal`ak&t     pada  uniumnya,   yaitu     pel`koBaan     yang
mempunyai  pengar`uh  besar  terhadap  moralitas.

Jika       pandangan    t,ersebut    dihubungkan      dengan

faktc>r       penyebab    terjadi    delik      perko8aan,       yang

mei`upakan     salah  satu  ob5ek  kaJian     sosiologl    hukum,

hendaknya    menjadi    per`hatian  para    pelak8ana    hukum.

Sebab,       memahani       kaJian       Bosiologi       hukum       at,as

I,erjac]inya    delik    per.kosaan,     dapat,     nembant,u       papa

pelakgana    hukum    balk     dalam    melakukan       pencegahan

maupun  penindakan  sesuai  har.apan  masyarakat,.

Menur`ut,     Soel`,jonc>   Soekanto  dan  Mustafa     Abdullah

(1980:18),     I)ahwa  dipatuhinya  atau  tidak     dipatuhinya

hukum       da]am    masyar`akat ,     n`enlmbulkan       pertanyaan-

pertariyaan:
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1.   Apabila     perat,ur`annya  balk,     sedangkan    warga
masyarakat    tidak  mematuhinya,   faktor    apakah
yang  menyebabkannya?

2.   Apabila    peraturan  balk,     pet,ugas    berwlbawa,
apakah    yang    menyebabkan    warga      masyarakat
tidak  patuh  pada  per`aturan?

3.   Apabila    peraturan  balk,     petugas    berwibawa,
fagilitas  cukup,   mengapa  maBih  ada  yang  t,idak
mematuhi  peraturan?

Untuk    menjawab  pertanyaan  di  atas,     t,entu    8aja

harus    mengetahui  dan  memahami     fakt.or-faktor     scjslal

yalig     me].atar`belahangi     seseor`ang     melakukan       delik.

Di     Bini     diperlukan  pula    t.elaah    tentang    bagaim&na

hukiuni        bei`fungE3i     dalaiI`     masyarakat        yang        menui`ut,

Ac`hmad   All   (1996:97)    "hukum  hal.u8   difung81kan  meriur`ut

fur)gsj-fung8i   t,err,ent,u,   tergantiing  pada  tujuan    hukum

yang   ingin   dicapai.   Meriui`ut,   Soedjono   (1985:225-226):

Dewasa       inj        studi       sosiologi       hukum       telah
berkembang  pesat,   yang  diantara  lain    diEiebabkan
semakin  ter`asanya  fungsi  dan  per`anan  hukum    bagi
perkembangan  masyarakat  dan  pembangunan.

Ter`Jadinya     delik     per`kosaan     dalam    masyar`akat,

ber`arti    telah    terjadi  pengabaian  kaidah    hukum    dan

penyimpangan       terhadap    kaidah-kaidah     soaial.       Hal

+,et`sebut.        Iebih     diperjelas     oleh       S()hat,       Simamora

(1983:218)        tent,ang     penyimpangan       hukun,        sebagai

be I. ikut, :
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Penyimpangan     adalah  perbuatan  yang    mengabaikan
nor`ma       dan       penylmpangan     ini       ter`Jadi       Jika
seseor.ang     t,idak    mengikuti  patokan    baku     dalam
masyarakat.   Penylmpangan  itu  biaBa  juga    disebut,
dengan  per.ilaku  negatif .

Suatu  penyimpangan  atau  perilaku  negatif  sepert]

perkciBaari,     pada    hakikatnya  tidak     dlkehendakl     oleh

n`asyarakat,.        Nan`un,      t,er.us     saja     berlangsung       yang

membuat..     warga  magyal`akat.   kadang  kurang  per`caya     pada

leg.alitas  hukum  unt,uk  fl`emberai`tas  kejahatan.

Per`koE!aan,        senantiasa    menarlk     untuk       diper.-

st>alhan,     tetap]     tampaknya     or.ang    kebanyakan     tidak

mempersoalkan    kebel`adaan  pria  terlalu  jauh.     Mungkln

hal     itu    disebabkan    karena    hanya    wanitalah      yang

menanggung     ait),   sebagaimana  dikemukakan     oleh    Wulyo

(1985:71-72),   sebagai  ber`ikut:

Mungkin    hal     itu  di8ebabkan    bahwa    pr`ia     tidak
langsung  menanggung  resiko  akibat  hubungan     Bek8
d].     1uar    nikah.   Tetapi  wanita  let>ih    pasif    dan
hat,i -hatl       karena      wanita       secara         langBung
menanggung    aklbat    dari     per`buat.an     it,u,     yaitu
takut,     tel`jadj     kehamilan     diluar     nikah.     Namun
masalah  lain  yang  dianggap  pent,ing  adalah    un8ur
pei`aBaan,      di     n`ana     warlit,a     t,idak     beg]t,u     Baja
memberikan     kegad]E}annya     ltu  kepada     pl`ia     yang
tidak  dlcintainya.

Persoalan    di     ata8,     8enantiasa    menjadi    bahan

pel`bil`cangan          dalam       maByal`akat,.           Sebab          dalam

kenyataannya,     sekalipun  hukum  itu    merupakan    Banana

untuk    mengatur  kehidupan  sosial,   tetapi    masih    juga
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t,er`,iacli   ket, i_dakpatuhan  hukum.

Sat.Jipto     Rahardjo   (1986:99)   mengemukakan     seba-

gai  berikut:

Sekalipun    hukum    itu    merupakan    sarana      untuk
mengatur    kehidupan  soglal,   nar`un  satu  hal    yang
menarik  adalah  bahwa  JUBtru  la  hampir  BenantlaBa
ter.tinggal    di     belakang  objek    yang    diaturnya.
Dengan    demikian    akan  selalu    terdapat    geJala,
bahwa    antar`a    hukun    dan    perikelamian       Bosial
terdapat     suatu  Jarak  pel`bedaan,     yang    menyolok
maupun  tidak.

Kenyataan     di  at.aB,   mencer.minkan  bahwa     meskipun

hukun       selalu    didengungkan    unt,uk       lnengat,ur       t,at,a

kehidupan    masyarakat,     te+,api    per`ubahan       kehidupan

[nasyarakat,       kadang-kadang       ]ebih       cepat       dar`ipada

pet`ubahan  hukum.   Ber.kait.an  dengan  hal   it,u,   Achmad  All

(1988:5)   menulis:

Kalau  hukum  tidak  mampu  menyesuaikan  dlri  dengan
perubahar`    yang  terjadi  di  dalam    magyarakatnya,
akan  berlakulah  pemeo   "J]et  feoJ]t  aL-J]t;er  cJefejten
aaJ]"    yaltu  hukun  akan    t,ertatih-tatlh    mengejar`
peristiwa  yang  sesungguhnya  diatur.nya.

Lebih     lanJut    Rusli  Effendi,     Achmad    All,     dan

Poppy  Andi   Lolo   (1991:81)   mendela8kan  bahwa:

Suat,u  maByai`akat,  di  manapun  di  dunia  ini,     t,idak
add     yang  gtatig.   Magyar.akat  manapun     E3enant,iasa
mengalami     pel`ubahan,   hanya  Baja  ada    maByai`akat
yang     per`ubahannya    pesat.     dan     ada     pula       yang
lainban.        Di     dalajn     penyesuaian       diri       dengan
perubahan     .it,ula}),   fungsi  hukum  sebagai   "a     toc)I
Lqc7r+jaj     a?]gjj]eez'jt}g"  sebagai   perekayasa     Bc>sial,
adalab     alat,  unt,uk  merubah  masyarakat.     ke     suat,u
t-,u.juan   yang  dj irigilikan  I)ersama,   saligat  berart,i.
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Dengan  demlkian,   dapat,  dlkatckan  bahwa  perubahan

kehidupan        goslal      masyarakat        yang        cenderung

dipengaruhi    c)len  budaya  kehidupan  dunla    bal`at    yang

bebas    dalam    per`gaulan  remaJa  dan    film-film    porno,

i5etidaknya      mempengaruhi      pula      kuantitas         delik

perkoaaan.     0lehnya  itu,  hukum  harus  manpu    nenangkal

pengal`uh      negatif    budaya    aging       dengan      mengubah

pasal-paBal       KUH~Pidana       seE}ual       dengan       aBpiraE}i

inasyat`akat,     yaitu    mempei`bei`at  encaman    pldana    bagi

pembuat  delik  perkoBaan.
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ERAS

msll.  PENEI.ITIAN  DEN  pEnAHASAN

3.1  Data  beliL  Per.ko8aan

a.    I)at,a   Polres   PolmaE}

Delik       perkosaan    yang    terJadi     dalam      Daerah

TingkEit     11   Polmas,   ternyata    bervariasi     Bebagaimana

dat.a    yang  diper.oleh  di  Jajaran  Polreg    Polma8     dalam

kurun  waktu   lima  tahun   (1994-1998)   t,er`akhir   inl.

Untuk     lebih  Jelasnya,   digamt)arkan    dalam    tabel

jumlah  delik  perkogaan  yang  terJadi  di  Daerah  Tingkat

11   Polmas,   Bebagal  t)erlkut:

Tabel   1

Data  dellk  perkogaan  yang  dlprogeB
P`]lres  Poln`aB  dar`l   tahun   1994-1998

Tahun Frekuensi   (F) BerkaB   se].eBal Prosent,age ( % )

1994 2 2 loo , 00
1995 1 1 loo , 00
1996 3 3 100 , 00
1997 1 1 loo , 00
1998 - - -

Junlah 7 7 loo , 00

Sumbei`:   Polr`eB   Polmas   Tahun   1999

Selama       lima    tahun    terakhir,       Jumlah       dellk

per.kosaan     yang  t,er`jadi  di  Daerah  Tingkat,     11     Polmas

sebanyak    tujuh    kasus,     dan    kesemuanya    telah       di-
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Limpahjian     berkas     pel`kal`anya  ke   penuntut     umum     c)leh

Polres     Po]mas.   Ini  menunJukkan,   bahwa  Polres     Piilmas

iiiampu     lne]aksanakan     t,ugas  peneg`akan     hukumnya     dalari

menunt,askan       delik    perkosaan.     Hanya     saJa,       perlu

meningkat,kan    upaya     pen\bir\aan  bagi     masyarakat     agar.

rjidak  mudah  terseret  ke  dalam  pergaulan  yang    meru8ak

mot_`al   bangsa.

Fr`ekuensi  t.er`tinggi  ter`Jadinya  delik    perkosaan,

adalah    pada     tahun  1996  yaitu     Bebanyak     tiga    ka8u8

(42,86%),   dan  pada  t.ahun   1998   bernyat.a  tidak     terjadi

delik     pei`kc>saan.   Pada  tatiun   1994   tet`jadl     dua     ka8u8

(28,57%)     dan  pada   taliun   1995   dan   1997     maBing-masing

satu  kasus   (14,28%).   Tidak  I,erjadinya  delik  perkc)saan

pada     t,ah`in   1998   menur``it   Kapoll`es     Polmas      (Wawancara

t,angga]      14     `Tunl    1999)   kal'er`a     jtitensit,aB     pembi.naan

t`emaja    bekerjaBama  derigan  aparat     t,erkalt,     dllckukan

dengar)   balk ,.

Meskipun       clemikian,     tetap       pel`lu       melibat,kan

partisjpasi    masyarakat,     terutama    par`a    orang       tua

I.emaja  untuk  meningkatkan  pembinaan  mor`al  bagi     anak-

anaknya     agar     tjdak  ter`Ber`et  pada    pergaulan    bebas.

Pengaruh    globalisasi   infc>rmasi  melalui    media    cetak

dali  e]ektr(`nik  perlu  diwaBpadai,   dan  mellbatkan     anak

I.emaja       paila    keglat,an     posit,if     seperti     semi       dan

c)]ah   r`aga.
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Tujuh    wanit,a     yang    menjadi     kor`ban     per`koBaan,

`isianyapun       bervar`iagi,     serta     t.1ngkat.       pendidlkan

n`ereka  juga  Baling  berbeda  satu  dengan  yang     lainnya.

Untuk  menget,ahui  klaslfika81  tlngkat  u8ia  darl     t.ujuh

wanit,a     yang     menjadi     korban     perkc>Baan     di       Daerah

Tingkat     11  Polmas,   dapat  dilihat  pada    uraian    t,abel

berikut  ini:

Tabel  2

K].asif .i.kaE5i   usia   dar.i   7  wanita  yang
korban  perkosaan

Nomor Usia   (tahun) F %

1 13 1 14 , 28
2 14 2 28 , 58
3 15 1. 14 , 28
4 16 3 42 , 86
5 17 - -

- llunlah 7 loo , 00

Sumber`:   Polr.es  Polmas   tahun   1999

KlaE3if ikasi     tingkat     usia    dal`i     tuJuh      wanita

korban    perkogaan    tersebut,   t,ernyata  usia    16    tahun

yatig  paling  banyak,   yait,u   tiga     or`ang   (42,86%).      UE}ia

14     t,ahun     sebanyak  clua   or`ang   (28,58%)      dan     usia      1.3

t,ahun   dart   15   t-,abun   masing-masirtg.   saLu   orang      (14,28).

net)gall        `iemlkiai\,      kiir`ban     perk()saan     selama        t,ah`ln

1994-199f]   di   I)ae}`ah  Tiiigkat,11   Pc>lma8  berusia     antara

13  tahun  sampai   17   tahun.
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Melihat.     usia  kor`ban  yang  masih  cukup  muda     itu,

sungguh       memprihatinkan    karena     dengan    uBia       yang

t`elatif       belia       itu     dapat    niembuat       trauma       yang

ber`pengar`ih     pada     maBa  depan     korban.      Kir`anya     papa

c)i`angt,ua     r`emaja  puteri   di   Daerah  Tingkat   TI     PolmaB,

perlu     lebih    berhati-hat.i  dan    senantiaga    mengawaBi

pergaulan     anak--anaknya,   balk  di     lingkungan     aekolah

maupun     dalam  pergaulan  lingkungan  sosialnya  di     luar

Bekc) i ah .

Adapun  t,ingkat  pendidlkan  formal  ket,ujuh    korban

pet`kosaan  tersebut,   dapat,  dilihat  pada  tabel  berikut:

Tabel  3

Tingkat  pendidikan  7  wanl`t.a  korban
perkogaan

Nomor Tlngkat,  pendidikan F %

t
:::z\

- -
2 4 57 ,14
3 3 42 , 86
4 Sal` i and/Mahag i E3wa - -

Julnlah 7 100 , 00

Sumbel`:   Polr`eE3   Pc)lmas   tahun   1999

Data     di     ataB  menunjukkan,     bahwa     kor.ban     yang

bel`pendiilikan  SLTP  yang  tel`banyak,   yaitu  en`pat     orang

(57,14%),      sedangkan  korban  yang     bet.pendidikan     SLTA

tiga  orang   (42,86%).   Banyaknya  pendidikan  korban  yang
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hanya  t,anat,  SI.TP,   setidaknya  menunJukkan  batwa  mereka

cenderung    mudah  tel`pedaya  oleh  rayuan    gombal     laki-

laki   yang  t,idak  bertanggung  ,jawab.

Menurut     Kapolres     Polmas     (Wawancar`a     14       Junl

1999) ,   bahwa  pal`a  korban  umumnya  dipel`kosa  oleh   lebih

dar.i    satu    lakl-laki    yang    sebaglan    di      antaranya

dikenal     oleh  korban,   sehingga  korban    mudah    I)ercaya

pada  mereka.

Adapun       dat,a     pembuat     dellk       perkoE5aan       yang

dilakukan  61eh  lebih  dar`i  sat,u  or`ang  terhadap  korban,

dapat  dilihat  pada  tabel  berikut:
Tabel  4

Pelaku  delik  perkosaan  terhadap  7
wanit,a

Tal\un kol.ban pelaku 1ebih  Batu  or`ang

1994 2 3 1  kasus
1995 1 2 1   ka8u8
1996 3 4 1   kaBUE}

1997 1 2 1  kasu8
1998 - - -

Jumlah 7 11 4  kagus

Sunber:   Polr.es  Polmas  tahun   1999

Pada     tahun     1994,   terdapat   Bat.u    kasug     (50%)

darl     dua    kasus    perkoBaan    yang    pembuatnya    dua

orang.     Tahun     1995  dan  tahun     1997     yang    masing-

niasing  ter`jadi  8atu  kasus,     pembuat,nya  pun  masing-
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masing     dua     iit`ang  pada  set,lap    kasus.      Sedangkan,

pada  tahi.in   1996  dengan   I,iga  kasus,   ada  satu     kasus

yang     pembuat.nya     dud  o[`ang.   Jumlah     pembuat     dari

bujuh    kasus  tersebut,   ellipat.  kasus     (57,14%)     yang

dilakukan  oleh  lebih  dar`i  sat,u  or`ang.

Perkosaan  yang  dilakukan  oleh  lebih  darl    satu

orang    ini,   t,entu  perlu  menjadl  perhatian    khu8u8,

bukan    saja  bagi  penegak  hukum,   tetapi    juga    bagi

instansi  terkait  dan  masyarakat.   Dampak  negat,ifnya

per.lu    diwaspadai,     karena    akan    mer.usak    tat,anon
kehiclupan     sosial  n`asyarakat.   Bahkan,   haklm    har`us

memperhat,ikan    nilai-r`ilai  huk`rm  yang  hidup    dalam

il`asyarakat,  dalam  put,usannya,   seper`ti   dlatur     dalam

PaBal   27  Undang-Undang  Nomor`   14  Tahun   ]970   tent,ang

P()kc>k-Pobctk   Kekua8aan   Kehakiman.

b.   Data  KejakBaan  Neger`i   Polmas

Pat.a  pelaku  delik  perkosaan  di  I)aer.ah  Tingkat  11

Polmas    yarig  diproses  pada  Polres  Polmas    darl     t,ahun

1995     sanpai   tahun   1998   sebanyak   11   or`ang.     Ter`nyata,

dari    junlah    tel`sebut    menurut    data    yang      penulis
dapat,kan     pada     Kejaksaan     Negel`i     Polmag,     berkasnya

t.idak  semuanya  dilimpahkan  oleh  penyidik.

Adapun     ber`kas  perkai`a  dan  pelaku  yang    dlter`ima

Kejaksaan     Negeri     Pc>lmas     selama     tahun       1994-1998,

sebagai   berikut:
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Tat)el   5

Pelaku  dellk  perkosaan  yang  ber.ka8nya
dillmpahkan  ke  KeJaksaan

Tahun Berkag     Dar`1 Dlllmpahkan Pelcku
Polisi ke  Pengadllan

1994 2 2 2
1995 1 1 1
1-996 3 3 3
1997 1 1 2
1998 - - -

Jumlah 7 7 8

Sumber:   KeJakgaan  Neger`i   Polmas  Tahun   1999.

Ber`dasai`kan  data  pods  t,abel  5  di  Stag,     ternyata

hanya       ada     delapan     pelaku     delik     per`kosaan       yar}g

dillmpahkan     ke  Pengadllan.   Menurut     Kapoli`es     Polmas

(Wawancar`a,      14     Juni   1999)   bahwa  dar`i     11      (Bebelas)

pelaku    yang    di|)roge8,     ternyata    ada    3     (tlga)     di

antaranya  tldak  cukup  buktl  Behingga  t,ldak  diteruskan

ke  Pengadilan  Negeri  Polewall.   Dengan  demiklan,   hanya

delapan    orang    pelaku    dari  7     (tuJuh)     kagus    delik

perkosaan       yang    ditangani     o.i.eh     Kejaksaan       Negeri

Polmas,     dan     BelanJut.nya  dllimpahkan     ke     Pengadllan

Neget`i   Po].mag.

Menul`ut          Kepa la       KeJ aksaan       Neger` i          Po lma8

(Wawancal`a,      17     Jun]    1999)   b&hwa     due     orang     pelcku

dellk     perkosaan     dldakwa    dengan    dakwaan     SubBidalr
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(dakwaan    yang    ter.dlr.i    atas    dua    atau       leblh

dakwaan),     yaitu    dakwaan  primair     (dakwaan    per`t,ama)

melanggar     Pagal     285  yuncto  Pa8al  55   (1)     ke-1,     dan

datwaan    Subsidair     (dakwaan    kedua)     Pasal     293     (1)

yunct,o  PaBal   55   (1)   ke-1   HUH-Pidana.   Dakwaan  ter`hadap

enam  or`ang  pelaku  dikenakan  dakwaan  alter`natif ,   yait,u

ine]anggar`   Pasal   285   HUH-Pidana  yuncto  PaBal   289     KUH-

Pidana.

Pada    dakwaan    Subsidail`,   dakwaan    yang    terdirl

atas  dua  atau  lebih  dakwaan  disusun  E}ecal`a  berurutan,

mulai     dal`]     dakwaan    dellk    yang     ter`berat       ancaman

pidananya    sampai     pada    delik    yang    paling      rendah

ancaman  pidananya.   Apabila  dalrvaan  Primair    terbukti,

maka  dakwaan  Subsidail`  t,idak  per.lu  dibukt,ikan.

Datwaan      alternat i I      d ikenakan      kepada       enam

t,er`dakwa     menurut,     Kepa]a     Kejaksaan     Negeri        Pc}lma8

(Wawancai`a,17  J`ini   1999) ,   untuk  menghindari   terdakwa

ter`lepas     dai`i     pert,anggungjawaban     pjdana,     di     mama

hakim    memllih  dakwaan  yang  mane  yang  t.er`buktl     dalam

per`s idangan .

Adapun  tuntutan  penuntut,  umun  t,erhadap  kedelapan
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pelaku  delik  perko8aan,   gebagai  berikut,:

Tabel  6

Tunt,utan  Penuntut,  Uimm  Tei`hadap  Pelaku  Delik
Perkosaan

Nomor Tunt,utan  Jaksa   (Thn) Pelaku   (F`)

1 Satu  tahun 1.

2 xuran8  sat,u  t,aliun 6
3 Lebih  satu  tchun 1

- Jumlah 8

Sumber.:   Kejaksaan  Negeri   Pc>lmas   tahun   1999.

Tuntutan       ter`hadap    pembuat       delik       perkc)saan

seperti    pada    t,abel    di     atas,     satu    orang    pembuat

dit.untut.     sat,u  t.ahun  penjar`a  kar.ena     melakukan     delik

perkc>f3aan     sebagaimana  diatur  dalam  pasal   285     yuncto

55   (1)   ke-1.   Enam  orarig  pembuat   ditunt,ut,   kurang     dari

=`,atu   t-,ahun  {lan  sat,u  or`ang     dit,untut  satu  tahun     lebih

penJ are -

a.   Data  Pengadilan  Negeri  Polmas

Dakwaan     jaksa  penuntut  umum  yang  diproBeB     pada

I'engadilan  Negeri  Polmas,   yang  akhirnya  maJeliB    hakim

n`enJat.uhkan  putusannya  terhadap  delapan  pembuat     delik

per`kosaan  tersebut.,   sebagai  berikut:
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Tabel  7

Hukuman   t.et`hadap  Pelaku  I)elik  Perko8aan

Nomor` Hukunan Pelaku   (F)

1 1  t,ahun 1

2 8  bulan 2
3 6  bulan 1
4 5  bulan 3
5 18  bulan 1

- Jumlah 8

Sumber:   Pengadilan  Neger`l  Polmas   tahun   1999.

3.2  Fa±tor  Penyebab  Ter.Jadinya  IleliE  PerkoBaan

Adapun       fakt,or       penyet)ab       terjadinya         delik

per`kosaar)     di      Dael`ah     Ting.hat,     11     Polmas,        penulis

peroleti     darl  hasll  wawancar.a  tokoh-tokoh    masyarckat

dan    pe,jabat  penegak  hukun,   serta  dari    Befit,a    Acar`a

Pemeriksaan  Penyidlk  Poll`es  Polmas,   sebagai    bel`ikut,:

a.   Faktor  Pengai`uh  Media  Mas8

Diperoleh    dari  berkas  pel`kara    penyidik

ber`dasar`kan       pengakuan       atas       t iga       or`ang

terdakwa.       Hal     tel`sebut       dibenar`kan       oleh

penyidik       yang    memeriksa    ket,iga       ter.dakwa

(Wawancara,15   Juni   1999).

Dua       toki]h     n`asyar`akat       masing-niaslng

H,Daud     serf,a   Muh.   Asran   (Wawancal`a,      20     Mej

1999) ,   inengatakan:
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Pengaruh  media  cetak  dan  elektronik  yang
mendorong       pelaku       delik         perko8aan ,
disebabkan    karena  dalam  media    tersebut
mereka           Bering         melihat           hal-hal
menumbuhkan     ransangan,   sehingga    mereka
nekad  melakukan  perkogaan.

PenJelasan      dua    responden      di       atas,

menuntjukkan    bahwa    I)erit,a    inedia     cetak     dan

tayangan       elektl.onik       cukup         nempengar.uhl

t,er`dakwa  untuk  melakukan  perko8aan.     MeBkipun

demlkian,   faktor  tersebut  t)ukan    Sat,u-Batunya

yang  berpengar.uh  kar`ena  maslh  ada  faktor  lain

yang       tel`nyata       Juga       mendor`ong       ter`dakwa

melakukan  delik  perkosaan.

b.   Faktor     P.akalan  yang  Her.angsang  dan     Lemahnya

Pengawa8an  Orangtua  Korban

Faktor`    pakalan    yang    merangsang       dari

kor.ban    n`erupakan     faktor`  yang    beragal     dari

korban       send i r i       yang      kemungkinan       t idak

diBadari.        Demikian     pula     faktor`       lemahnya

pengawaE}an     orangtua     t.er.hadap       anak-anaknya

dalam     pet`gaulan  soBlalliya,   perlu     dlwaBpadai

karena  ternyata  juga  mempengaruhl  terdakwa.

Dari    delapan  terdakwa  yang  diaJukan    ke

pengadilan,   t,ernyata  ada  lima  orang    t,erdakwa

yang    nengcku  melakukan  per`koBaan     (Pengakuan

dalam         Berlta       Acara       Penyidlk )         karen&
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terangsang         o len         tubuh         kor`ban         yang
berpakaian  miriim,   seper`t,i  paha  yang  kelihatan
dengan    Jelas    serta    korban    mau    diaJak    ke
t,empat   sepi.

Tambr ln          Sagal a ,        Tokoh         Ma8yar&kat,

Tiriamt>ung        (Wawancara,      20     mei        1999)         di

Tlnanbung  mengat,akan :

Wanita     (gadig)     yang     ber`tubuh       mungil
dengan    paraB  yang  cantik,     tet,api     cara
berpakaiannya  t,erlalu  mer`angsang,     dapat
menJadl     faktor  penyet>ab    dla    dlperkosa
c)len     lcki-1aki     yang     tidak       ber`moral.
Selaln       it,u,       karena      mereka      kurang
c`iberikan  pengawasan  dan  perhatian    dari
orang  tuanya.

Begltu  pula  Abdul  Samad,  warga    Polewali

yang  mengetahui  betul  Buatu  perkoBaan,     yaitu

ketlka    tetangganya    yang    berusia    14    tahun
di.perkoBa    oleh     laki-laki  yang    sudan    punya

istel`i   (Wawancara,   24  Mei   1999),   mengatakan:

Anak    gatlis     yang    cantik    serta    pogtur
tubuh  yang  mel`angsang  bagi  set,lap     laki-
lak.i.     b:i.Ia     melihat..nya,      lalu     ber`pakain
mini     atau  celana  sebatas  paha.     MenJadi
faktc)r     I)enyebah    t,el`jadlnya    perkosaan,
karena:
1.   Or`ang     tuanya     tidak     per.nah     menegur`

puti`inya    bahwa  pakalan     E!eperti     ltu
mengundang  napsu  birahi ;

2.   Anak     gadi8     tei`Bebut     kurang       dapat
menyeBuaikan  diri  berpkaian;   dan

3.   Antara    orang    t,ua    dan    anak       tidak
terJalin      komunikagi       yang        balk,
t,entang  etika  berpakaian.
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Berdasarkan  penJelaBan  dua  re8ponden    di

at,as,     ternyata  pakaian  yang  merangE}ang     dar`i

kot`t)an  disertai   .I.emat`nya  peiigawasan     ol`ar`gtua

terhadap  putrlriya,   menJadl  salah  satu     fakt.or

yang    menyebabkan  terjadiliya  dellk     per`koBaan

c]i   Daer`ah  Tingkat   11   Polmas.

a.   Faktoi`  Lemahnya  Pendidikan  Agana

Agana    yang    mer.upakan    pertahanan    dlrl

bagi    manusla    untuk    menghindari       perbuatan

do8a,   sesungguhnya  dapat  dlJadlkan    penangkal

untuk     t.idak    melakukan  delik.     Namun,     dalam

Berit,a  Acara  Pemerlksaan  Penyidik,   faktor  ini

tidak    terungkap,   t,etapi  menurut  tokoh    agama

islam  di  Dael`ah  Tingkat   11   Polmas,   Juga  cukup

bel`pengal`uh  atas  t,erjadinya  perkoBaan.

Tokoh     agama  di  Pajalele,   H.     Badaruddin

(Wawancar`a,   21   Mei   1999),   mengatakan:

Faktc)r    keimanan  lemah   (pendidikan    yang
lemah) ,   mer`upakan  8alah   Batu   sebab  oi`ang
tega    melakukan  perkosaan,     Bebab    kalau
lman       sesec)rang    kuat,     nlBcaya       tidak
melakukan  hal  sepert,i  itu.

d`   Pengar`uh  Minuman   Keras

Minuman  ker`as  dapat  pula  menjadl     faktor

penyebab     or.ang    melakukan     delik     per`ko8aan,

karena  setelah  meminum  minuman  keras     umumnya
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pikil`an     dar)     t,indakannya     tj.dab     terkc)ntrol.

Jika     sudah     demikian  konc]isinya,     maka     akan

inudah  t,ergc)da  ()leh  pakaian  merangsang  Beor`ang

gadis,   apalagl  di  tempat,  Bepi  yang  tidak    ada

Or`an8 .

Dari     kedelapan  terdakwa,   ada  enam    yang

mengaku       dalam    Berita       Acara       Pemeriksaan

Penyidik  melakukan  perkosaan  8etelah    meminum

minuman     keras.   Hal  tersebut  dibenarkan     oleh

Kapolres     Polmas   (Wawancara,14     juni     1999),

dc`n   masalat`  n`inuman  kei`as  menjadi   E}alah     sat,u

penyakit     masyar`akat  di  Polmas     yang     diprio-

r`it.askan   untuk  diberantaE}.

Menur\it  sa]ah  sat.u  I,okoh  agama   islam     di

Pajalele,   Pr.`llnas,   H.   Badai`uddin   (Wawancal`a,   21

Mei   1999),   sebagai   ber`1kut:

Pei`edat`an       minuman     kepEis       balk       yang
dlpr.odukgl   sendiri  oleh  penduduk    maupun
minuman  dalam  bentuk  botol,   memeng  cukup
t.inggi  dan  banyak  dlmlnun  oleh    kalangan
remaja.     Hal     itu    jelaB    dapat    menbuat
orang    yang     telah  mabuk    mudah    berbuat
j ahat,          ( dosa ) ,        t,er`maBuk          melakukan
pel`kosaan .

BerdaBar`kan    data    yang    dlperoleh    balk

melalul  wawancara  maupun  keter.angan/pengakuan

t,erdakwa       dalam    Berita    Acara       Pemeriksaan
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Penyidik,          ada       empat,       fakt-,or         penyebab

ter`Jadinya    perkosaan    di  Daerah    Tlngkat     11

Polma8,   yait,u:

1)   Pengaruh  media  massa.

2)   Pakaian     korban  yang    merangBang     dan

lemahnya    pengawasan    orangtua       pada

kol.ban -

3)   Lemahnya  pendidikan  agana.

4)   Pengar`uh   minuman   keraE!.

Dar`i   keempat.   faktor`   t.ersebut„   maka     yang

paljng     dominan     berpengar.uh     adalah     minuman

ker`as  di8el`t,ai  pakalan  korban  yang  merangsang

bagl  pelaku  atau  t,erdakwa.   Pelaku  yang    mabuk

akibat,       pengar.uh     minuman     ker`a8,        t,er`nyata

sangat,    mudah     terangsang  pada     tubuh    koi`ban

yang  berpakaian  minim.   Apalagl  korban    begit,u

gampang     diajak     (>leh  pelaku  ke     tempat     yang

sepi,     sehingga  pelaku    mempunyai     kesempatan

unt,uk  n`en`aksa  kot`ban   bersetubuh.

3 . 3  Pandangan  Masyal.akat  Terhadap  PeliL  Pel`ko8aan

Pandangan     dal`.i      bel`t)agal     kalangan     di     wilayah

Kattupaten      Daer`a}i     Tlngkat-.   TT   Polmas      t.el`hadap     dellk

perkrtsaari,   imhup  bei`val.iasj   berda8arkan   jawaban     yang

(5i.I)er.ikan     dalam   angket.   Adapun      pandangan     r.eB|)onden
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atas  terJadinya  delik  perkosaan  dl  Daer.ah  Tingkat     11

Polmas,   dapat,  dilihat  pada  t,abel  berikut.:

Tabel   8
Pandangan  Responden  terhadap  Delik  Perkosaan

Nomor Pandangan  Responclen F %

12 Memalukan   dan   mer`uBak
26 34 , 67inar`tabat,   ol`ang   t,ua

Mer`usak   tnasa   depan   kc)I`ban 14 18 , 67

3 TermaBuk  dose  besar 20 26 , 66

4 Pelakunya  dihukum  berat 15 20

- Jumlah 75 loo

Sumber:   H8sil  pengolahan  angket,  t,Shun   1999

Data    di     atas    menunjukkan    bahwa    pandangan

t,erhadap  per`koBaan  memalukan  dan  merusak    mar`tabat,

orangtua       yang       ter`tinggi        ( 34 , 67% )       dar.i       75

r`espc)nden,   dan  yang  ter.endah  adalah  pandangan  yang

menganggap  perkc>saan  ltu  merupakan  perbuat,an     yang

tercela        ( 18 , 67% ).        Pandangan       reE!ponden       yang

demikian ,        menggambarkan     bahwa       umumnya       warga

inasyarakat  memanda[ig  perkosaan   it,u  lebih.  ditujukan

pada  harkat  dan  martabat  orangtua  yang    dicemar.ken

dan  dianggap  dc>sa  besar.

Adapun       alasan       dari     26       responden       yang
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mengat,akan       bahwa       delik       perkosaan       memalukan

orangt,ua,   sebagai  ber`ikut:

Tabel   9

Alasali  ReBponden  Mengat,akan  Memalukan  Orangt,ua
( N=26 )

Nomor Ala8an  Regponden Responden(F) %

123 Dikucilkan  dalam  per-
13310 50 , 0011,5438,468aulan

DiJadlkan  pemblcaraan
dalaJn  masyarakat

Korban  sudah  tidak
perawan  lagi

Jutnlah 26 loo

Sumber:   Hasil  pengolahan  angket  t,ahun  1999.

Alasan    responden  at,ag    t,erjadinya    perkosaan

yang     inemf`lukan     oi`angt.,ua  karena     akan     dikucilkan

da].am     per`gaulan     masyarakat,      (50%).        menunJukkan

bahw8       peliguci lan     dalarn       pergaulan       masyar`akat

dlanggap  lebih  membahayakan.   Pandangan   lni   gejalan

dengan  pendapat   Satjipto  RahardJo   (1983:148)   bahwa

pengucilan    dalam  pergaulan  merupakan    salah    satu

hukuman  sosial.   Pandangan  bahwa  kor`ban  sudah  t,idak

perawan   lagl   (38,46%) ,   juga  banyak  menjadl   Borotan
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da]am    masyarakat     yang    bet`akibat,     negatif       bagi

kciT`ban  untuk  memperoleh   joc]oh.

Begltu       pula,       dari       20       responden       yang

mengatakan    delik    perkosaan  termasuk     dosa    besar`

menurut    agama    Islam,   dapat    dilihat,    pada    tabel

berikut :

Tabel   10

Alasan  Responden  Mengatakan  TermaBuk  Dose  Besar
( N=20 )

Nomor` Alasan  Responden Responden %

12 Perhuatar]  zina  yang  di 116 5530
]al`ang   agania

Mer`usak  ker.ukunan   hidup

3 Perbuatan  binat,ang 3 15

- Jumlah 20 100

Sumber.:   Hasil  pengolahan  angket   tahun   1999.

Alasan     r`esponden     kar`ena     delik    perkoBaan     itu

mel`upakan    perbuatan  zlna  yang  dilarang     agama     (55%),

menunj ukkan       bahwa       re Bponden       umumnya       me letakkan

per.Bc)alan     itu  8ebagai  perbuat,an  yang  dilarang     agama,

Lei`le|>ar}     dari   aspek   l\ukum  p(tsitif     yalig     melar`angnya.
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Kemudian,     I)andangan    karena  merusak    kerukunan    hidup

(30%) ,   sebet,ulnya  mer.upakan  keBe8uaian  dar`i     Sub8tanBi

yang  ingin  dicapai  oleh  kaldah  agama  dan  kaidah  hukun,

yaitu  mewujudkan  kerukunan  hidup  wal`ga  masyarakat.

3. 4  Pandangan  Tokoh  Ma8yapahat  tephadap  Upaya  Penanggu-

1angan

a.   Preventlf

Menyadari   E3emakin  peliknya  tantang&n  hidup  di

abad    modern   inl,   ber`bagai  kemungklnan     yang     akan

muncul,     sepatutnya    warga    masyal`akat,       termasuk

generasi       muda       ber.slap       diri         menghadapinya.

Pelibat,an  gener.asi  muda  dalam  upaya  preventif  atau

pencegahan    terhadap  terjadinya    delik    per.ko8aan,

kar.ena     mer.eka  memiliki  pot.ensi     sebagai     generasi

penerus  yalig  dihal`apkf`n  dc`pat,  ber`buat,   8e8uat,u  bagi

ker.ukunan  hidup  masyarakat,.

Pal`a        r)i`angt,ua,      t,okoh     agama,        dein        tokoh

masyarakat    Juga    diharapkan    proaktif      melakukan

pen`binaan,   agar`  generasi  muda  tidak  mudah    tergoda

oleh    pengaruh  media  maE5sa   (bacaan  porno  dan     film

porno)     dan    per`gaulan  bebas     dengan     lain    jenis.
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Dengan    begltu,     pencegahan    akan    lebih      efektif

dibandlngkan  dengan  upaya  represlf .

Upaya  penanggulangan  pel`kosaan  yang    bersifat,

prevent,if     (pencegahan     sebelum     t.erJadl)     menur`ut

Mob.        Dasl`if ,      t,okoh     masyarakat,       di       Tinamburig

(Wawancara,      23  Mei   1999),   dapat,   dllakukan     dengan

C` a I a :

a.   Memberikan     bimbingan     agama,        penyuluhan
hukum,      sent,a  n`engal`ahkan     putr.a-putri     ke
arah  yang  poBitif .

b.   Melakukan     pembinaan  dan     pengawaE!an     dari
pihak  ctrang  tua  semaksimal  mungkln.

a.   Membatasi  putra-putri  pada  pergaulan  bebas
dengan  pengar`ahan  rut,in  dari  orang  tua.

d.   Tldak  memutar`   atau  menyediakan  buku   (bahan
bacaan  yang  porno)

e.   Menanamkan     kesadaran  hukum     dan     kein`anan
t,erhadap  putra-putr`i  yang  sudah    menginjak
nasa  usia   r`emaja.

Sement,ara     H.Pawellai,t.okoh  agama     dl     Campa-

lagialig   (wawancara,   23  Mei   1999) ,   mengatakan:

Upaya-upaya       yali g       d apat       d i i akukan       guna
inerianggult`ngi   {,erjadinya  perkc)saan.   Seperti:
1.   Memegang     t.eg`ih   ajal`an   agama,      norma,      dan

nila.i-nilai  yang  benar;
2.   Melaksanakan     puasa;
3.   Tidak   ingin   t,e]`kena  dampak  negatif;   dan
4.   Menyi.bukkan   dil`i   dalalli  berbagai   kegiatari.

Pandangan     kedua     t,okoh  n`f`syarakat     di      at,as,

Iiienunj ukkan       baliwa       upay a       pr`event i f          umumnya

menekankan       pada     pembinaan     agama,     mor`al,        dan
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pemberian  pemahaman   t.ei`hadap  hukum  yang  berlaku.

Generasi     muda     Juga     hendaknya       dit`mJukkan

perilaku     yr]Iig    balk     c)leh     papa     orangtua       untuk

dlJadikan    8ebagai     panutan.   Ini     didasarkan    oleh

asumE3i,        bahwa     per`ilaku     gener`aBi       muda       dapat

terbentuk       dar`i     adanya     tokoh       yang       dijadikan

panutan.

Selain       itu,     upaya    pr`event,1f    juga       t,elah

dilakukan     oleh     Kepc>lisian  di  Daerah    Tingkat     11

Po].mag,        E}ebagaimana     dinyatakan     oleh        Kapo]r`es

Pc)lmas      (WawanL`al`a,14   Juni   1999),      yajt,u:"melalui

pemblnaan   r`emaJa,   pengawasan  pada  pepedaran     gelap

I)acaan      dan      f .i]m     I)c)i`rio,      sel`ta     operasi     minuman

het`as'.'     Apa     yang  dilakukan     cileh     kep()1isLan      lni

hendaknya        didukung        c`leh     semua       pjhak       dalar`

masyai`akat,,        kar`ena       dampak       posit,ifnya          akan

dil`af}ahan   i-.t]eli   niasyarakat   it,u   8endirl.

H.     Pawellai,     tokoh     agama     di     canpalagiarig

(Wawancara,      23  Mei   1999),   menunjukkan     cara     lain

lnenekan     gelor`a  seksual   E}ebelum  yang     bersangkutan

menikah         sebagai       iipaya         pr.eventif ,          adalah

melakBanakan   ser.uan   Nabi   Muhammad   SAW:

Wahai   pa[`a   pemuda,   barangE}iapa   dl   antar`a  kamu
t.,elah     mampu  ulit,Ilk  kawin,   make  hendaknya     dia
kawin,        kar`ena       dengan     kawin       it,u       dapat
mengurangi     pemanc]angan  mata  dan     membent,engi
far,3i    (kemaluan/nafsu   seks).   Bai`aligsiapa   yang
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l,idak       kuasa    unt,uk    kawin,     hendaklah       dia
t`erpuasa,     karena    puasa  itu    adalah    perisai
( menekan            I.angsangan          nafsu            bir`ahi ).
(Diriwayatkan  oleh  Bukhori  Muslim).

Selain     itu,     bekal     pengetahuan    Juga    per`lu

diberikan  kepada  generagi  muda,   seper`ti  nemberikan

pemahaman    t,entang  dampak  posltlf    dan    negatifnya

dari  delik  perkosaan.   Hal   ini  cukup  penting    untuk

mencegah     generasi  muda  t,erJer`imus  pada     pergaulan

yang.  dapat  iner`usak  nasa  de|>annya.

I).   Represif

Tindakan     I`epl`esif     Behub`ingan     dengan     upaya

|>enariggulangan     deljk     per`koE}aan  yang     terJadi     di

Daerah       Tlngkat     11     Polmas,     ber`art,i       pelibatan

n`ekanlsn`e     hukum     yang  tidak  bc)leh     diwar`nai     oleh

upaya  kompr`omi.   Papa  penegak  hukum  harus  konslsten

menindak  tega8  pelaku  delik  per`koBaan  sesuai  hukum

yang    ber`laku,     agar  para  pelaku  meraBa    Jera     dan

tidak  diikuti   oleh  warga  naByarakat  yang  lain.

Memang,     ada     adigium  hukum    yang     seringkali

di.kemukakan     oleh  pakat`  hukum,   bahwa     "lebih     balk

mencegah     sebelum  terJadi,     dal`ipada    nenaggulangl

set,elah     ter.jadi...     Namun,   ka.Iau     delik     perkogaan

sudah  I,erJadi,   maka  t,.Idak  ada  Jalan  lain       kecuali

me]akukan  upaya  i`epregif  secai`a  kc)n8i8teli.   Bahkan,

jlka    upaya-upaya    reprei3if  t,ldak    dilakukan    oleh
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par`a     peliegak     huk`im,     maka     hukum     akan       dinilai

masyarakat  tidak  berfungsi  sebagai  alat    penert,ib,

pengendali  dan  kaidah  yang  melindungl       masyarakat,

dari  keJahatan.

Upaya-upaya      penanggulangan    represif       atas

delik    perkosaan  secar`a  repreBif  menurut,     Kapolres

Polma8   (Wawancara,   14  Juni   1999)   sebagal  berlkut,:

1.   Me]akukan       penyelidikan     atau       memproBes
pelaku     delik  per.kosaan     secara    maksimal,
kemudj all          melin`pahkan          be rkasnya          ke
KeJaksaan  Negeri   Polma8.

2.   Melimpahkan   bei`kaE}  pei`kar.anya   ke     penunt,ut
`unum  untuk  dilakukan  datwaan  dan    t,untutan
da]am  sidang  pengadilan,

[Jpaya    r`epresif    yang     telah    dilakukan     oleh

penegak     hukun`     terhadap    pelaku     dellk     perkoE}aan

menur`ut     Moh.      Dasrif   (Wawancara,      23     Mel      1999),

sebagai  berikut:

Cukup    makBimal     dan  tampaknya     sudah     Be8uai
dengan     har`apan     maE!yarakat,     kar`ena     ma8alah
perkosaan       sangat    menghebohkan    dan       dapat
mei`eE5ahkan.

Sedangkan  menur.ut  H.   Pawellai   (Wawancar`a,      23

Mei   1999):

Meskipun  penegak  hukum  cukup  akt.if     rnempro8eB
pelaku,I,etapi     pen`jatuhan    hukuman      haruslah
berat,     agar`  korban     dan     keluarganyamerasakan
keadiJal]n   Hukun`an   pengadilan  maBih     dirasakan
r`endah        yang       membuat,        maE}yarakat,        kadang
mat`ar' "
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Pandangan    kedua     t,okoh  maByarakat    di     ata8,

tanpaknya    menghendaki     agar    par`a    penegak    hukuri

lebih       konsjsten    ihenjat,uhkan    hukunian       t,erhadap

pelaku    perkosaan  seguai  kesalahannya.     Ini    perlu

men.Jadi     perhatlan    pare  penegak  hukum    di    Daerah

Tingkat  11  Polmas,   dengan  harapan  warga  nasyarakat

turut,     termotiva8i     membant,u     penegak    hukum    balk

dalam  upaya  pencegahan  maupun  upaya  repr`eslf .
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BAB4

PER-

4.1  Ke8iDpu]an

a.   Faktor-faktor    yang    menyebabkan    8ehingga       delik

perkosaan     terjadi   di   Kabupaten  Daer.ah  Tingkat     11

Po]mas  karena  pengaruh  media  ma8sa,   I)akaian  korban

yarig`  n`ei`ang8ang  dan   len`ahnya     pengawaaan  or`angtua,

leil`ahnya     pendidlkan  agama,   dan     pengaruh    minuman

keras    disertai   per.an  korban  sendiri  yang    memakai

pakaian  mer.angsang.

b.   I)ampak       negatlf    yang    ditlmbulkan       oleh       delik

perkosaan  ter`hadap  korban,   adalah  dikuc{ilkan  dalam

per.gaulan     oleh  warga  masyar`akat,   ma8a  depan     yang

sur.am,        per.agaan     malu,     ser.ta     diJadikan       bahan

pembicaraan  secal`a  negatif  oleh  war.ga  masyarakat.

c.   Pandangan  masyarakat  t,erhadap  delik  perkosaan  yang

I,erjedi       di     I)aerah    Tingkat,     11     Polmag,        yaitu

nien`alukan     dan  n`eruf3ak  martabat   orangtua,     meruF}ak

nasa     depan    kc>rban,     termasuk     doBa     besar,        dan

pelakunya     djhukum  berat.   Pandangan     yang     dc)minan

adalah  memalukan  orangtua  dengan  alasan  dikucilkan

dalan`  per`gaulan,   Ber`ta  meru8ak  harkat  dan  martabat,

keluarga.
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4.2  Saran

a.   Papa    c)rangt.ua  hendaknya  lebih  inten8lf    melakukan

pembinaan     dan  pengawaBan  t,erhadap     anaknya,     agar`

t.er`hind&r  dar`i  per`gaulan  negatlf .

b.   Agai`   KepoljBl&n  pr`oaktif  nielakukan  pencegahan     dan

tlndakan       represlf    terhadap    per`edaran      mlnuman

keras,        Berta     memot].vasl     gener`aBi     muda       untuk

berpartisipasi  memberantas  minuman  keras.

c.   Hakim    hendaknya    menjatuhkan     pldana    yang    beret

t,erhadap    pelaku    delik  perkosaan,     agar    memlliki

efek       penjer`a    balk     bagi     pelaku    moupun       war`ga

masyar`akat,         untuk       tldak       tergoda         melckukan

perko8aan.
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